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BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI! ACEH BESAR

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 3 TAHUN2015 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILANKEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN ACEH BESAR
BISMILLAHIRRAHMANI!IRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 avat (3) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,

Cc

b. bahwa berdasarkan ketentuar Pasal 39 avat (7) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubanan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah:

C

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf! b, perlu membedakan antara kriteria
pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerjadengan kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkanPrestasi Kerja, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati AcehBesar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kriteria PemberianTambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabunaten Aceh Besar:

C

Cc

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Dri) Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092): Y

y



10.

12.

“2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3851 ):

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893):

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633),

4

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494):

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587i,

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135):
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025:

7.
Cc

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telak
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 :entang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

9

Ganun Kabipaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2C08 :eniangPokok-Pokok Peagelolaan Keuangan 'Lerabaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 83. Tambahan
Lembaran Daerah Kabuparen Acen Besar Nomor Si:

Ti

Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kcrja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Kabupaten Aceh Besar
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02):

11

Ganun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentangPerubahan Atas Ganun Kabunaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi aan Tata Kerja Dinas dan
Lembaga Ternis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Dasrah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12):

C

bg



Menetapkan

1- 3 -

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2015

tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

(|
Berita Daerah Kabupaten

Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 3| diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasai 11

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b dilakukan dengan raemperhaukan:
a. Analisis Beban Kerja,
b. Rekapitulasi daftar hadir per bulan,
c. Laporan Kerja Harian (LKH)/e-kinerja per bulan.

C
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai beraku sejak tanggal | Januari 2015.-

Agar sctiap orang mengetahuinya mernerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan perempatannya dalam Berita Dasrah Kabupaten Acen Besar.

hetapkan di Kota Jantho
phla tanggal 2 Maret
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ACEH BESAR,
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MUKHLIS BASYAH
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Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Maret 2015 M

11 Jumadil Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

y KABUPATEN APFH BESAR

ANIMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2015 NOMOR $
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